SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat
(6), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal
22 ayat (6), Pasal 26 ayat (4), Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat
(5) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
harga/nilai sewa perumahan di Kota Surabaya serta
memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020, maka Peraturan Walikota
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembalji;



Mengingat

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5650);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);



Menetapkan

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 49);

16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017
Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 39)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor
39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
Nomor 10) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD,
maka  Pimpinan DPRD diberikan tunjangan
perumahan.



(2)

(3)

(4)

()

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka
Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 43.825.000,00 (empat
puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu
rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar
Rp. 38.104.167,00 (tiga puluh delapan juta seratus
empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar
Rp. 34.062.500,00 (tiga puluh empat juta enam
puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pemberian tunjangan perumahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat
diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan
perlengkapannya.

Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Jawa Timur dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan
untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan
penyesuaian.

. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota
DPRD.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan
tunjangan transportasi.

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar
Rp. 13.430.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga
puluh ribu rupiah) per bulan.

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara
bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.



(5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa
Timur dan dalam peraturan perundang-undangan
ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan

penyesuaian.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

3 .‘g-i“;v aRITiE ia Putra, SH.,MH.
aksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004



